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DISENTIL PIMPINAN KPK, POLISE IKUT BERGERAK

Proyek Pokir Dewa

| Payakumbuh, Singgalang
" Bertepatan dengan peringatan Hari
Anti Korupsi 9 Desember, pimpinan
~Komisi Pemberantasan Korupsi Laode
' M Syarief menilai, ada beberapa
* kejanggalan dalam proyek pokir dewan.
'~ “Berpotensi mirip uang ketok palu,
praktik ini justru dinilai bertabrakan
% dengan tugas pokok kedewanan. Bah-

kan, agak lucu jika dewan yang tugas-
nya memang memperjuangkan aspirasi
masyarakat, malah meminta jatah dan
keuntungan dibalik proyek tersebut.
«Jadi kalau kita sekarang jadi ang-
gota (legislatif) seharusnya kalau dia itu
mendiskusikan sesuatu dia harus ber-
pikir kan tidak boleh tidak berpikir, tapi
sekarang itu harus dibayar khusus ada
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uang pokok pikiran, memang seperti itu
agak aneh,” kata ‘Wakil Ketua KPK
Laode M Syarif, Minggu (9/12).

Hal ini diungkapkan Lapde dalam
diskusi di Taman Suropati, Jakarta. Me-
nurut Laode, tugas legislator dalam pe-
nyampaian pokok-pokok pikiran kepa-
da eksekutif dalam siapkan
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belanja daerah sudah sepatutnya dija-
lankan secara wajar.

Dia menyebut, ada cugaan, proyek

_ pokirini sama dengan uang ketok palu.

Jika tidak ada ploting anggaran yang

jelas, yang berpotensi membuka keun-

* tungan pribadi, maka pembahasan atau

rancangan anggaran pendapatan dan

p han anggaran malah ditunda.
Wakil Ketua KPK lainnya, Basaria
Panjaitan yang dihubungi Singgalang,

jauh hari mengingatkan eksekutif, tidak -

‘melakukan praktik tersebut dengan
legislatif.

Dugaan kongkalingkong ini, di bebe- *

rapa daerah memang disinyalir ada
yang berlangsung. -

Di beberapa daerah di Sumbar,
rekanan kerap ribut gara-gara proyek
pokir. Profesi pemborong juga-teran-
cam, lantaran jatah proyek banyak yang
sudah terkondisi dari awal dan diserah-
kan ke pemborong pemula.

“Malah, kami kadang harus melapor
dulu ke anggota DPRD, baru bisa kerja,”
sebut sejumlah kontraktor di sebelah
Utara Sumatera Barat. Curhat ini, kerap
sampai di warung warung kopi.

KPK meminta, lembaga Pemerintah
dari Kementrian, Provinsi hingga Kota
dan Kabupaten, tidak melakukan hal
tersebut dengan legislatif. s

Sebab, contoh kasus uang pelicin,

baik cash maupun dalam bentuk
komitmen uang proyek dalam pemba-
hasan dan pengesahan anggaran,
pernah ditangani KPK di J: ambi, Malang
dan Kebumen. s

Kepala Kepolisian Resor 50 Kota
Ajun Komisaris Besar Polisi Haris
Hadis, mengaku, sepakat dengan
sentijan pimpinan Komisi Pemberan-
tasan’ Korupsi (KPK) terkait proyek
pbkok pikiran dewan, alias Pokir.

“Yal encurigakan dan menjang-
galkan itu, ketika legislatif tugasnya
memang menyuarakan agpirasi lewat
pokok pikirannya? ini malah dijadikan
celah untuk melakukan nego-nego
tertentu,” kata Kapolres Haris, Senin
(10/12). 3

Haris tidak membantah, jika beredar
Kkabar, persoalan Pokir ini ternyata bela-
kangan diam-diam diduga juga diusut
oleh penyidik Tipikor Satreskrim Polres.
50 Kota. “Sudah, itu sudah baket (bahan
keterangan,-red),” kata Haris Hadis.

Hasil bahan keterangan nanti kata
Haris, akan ditindaklanjuti dengan pe-
nyelidikan. “Seumpama, nanti ada
proyek yang sudah selesai dibahas dan
disahkan, kemudian itu pengerjaannya
juga sudah ditentukan pemborongnya
‘oleh oknum oknum dewan, atau kolega-
nya, itu kita kejar,” sebut Haris. (208)
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